Pohon Kinerja I

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Malinau 2023

PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS
POTENSI DAN KARAKTERISTIK DAERAH
(IK. Pertumbuhan PDRB)

MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH
(IK. Nilai Investasi Daerah)

MENINGKATNYA NILAI INVESTASI
(IK. Persentase Peningkatan Investasi di
Kabupaten /Kota)

|

Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman

(IK. Persentase Minat Investor untuk Berinvestasi)

Modal

I

Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan

(IK. Nilai Investasi PMDN / PMA)

Penanaman Modal

Terpenuhinya Dokumen
RUPM dan Peta Potensi
Investasi Daerah.

Terpenuhinya kegiatan
Pemberian Fasilitas/
Insentif Dibidang
Penanaman Modal Yang

Terpenuhinya Pengendalian
kepatuhan perusahaan dalam

Meningkatnya promosi penanaman
modal

Meningkatnya Promosi
dalam menjaring pelaku

_ menyampaikan LKPM usaha
(IK. jumlah Dokumen) Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
T & . Terlaksananya
srsusunnva Terlaksananya tla‘rae mgya. Tersediann Terlaksanany Penyelesaian Terlaksananya Terlaksananya
eteuTnen - pemutakhiran rekomendasi va Perda a embinaan Tersusunnya
el el | e B -l | -l | U I == ) o | Rl B e R
Umum i investasi sektor usaha pemberian kemitraan _ dan yang Gisah — Promosi yang Kegiatan Promosi
potensi o dihadapi pelaku I usans Penanaman
enanaman Investasi dan Daerah yang Fasilitas/ yang (IK. jumlah (IK. jumlah mengatur
regulasi ; : usaha dalam . -1 2 : Modal Daerah
Modal eluang usaha ( IK. Jumlah gulasinya Insentif dan dilakukan - Pelaku usaha Kegiatan dari promosi
Daerah gi Kabupaten/ Daerah yang diharmonisasite kemudahan pemerintah mersalisaailisn yang mengikuti pelaku usaha Penanaman Kabupaten/ Kota
abupaten/ Kot?a telah rkait perizinan penanaman antara usaha :;matanlk " Bimbingan yang Modal (IK. Jumlah
Kota (IK. Jumlah dilaksanakan berusaha modal besar dengan usahanya ( IK. Teknis/ A e (IK. Jumlah Dokumen hasil
IK. Jumlah Dolkumen] pemutakhiran berbasis resiko (1K. UMKM PeJuriﬂah_ Sosialisasi ) pengawasan Dokumen) eagian)
Dok data potensi (IK. Jumlah Jumlah (IK. Jumlah ey :
okumen) ; : 5 Permasalahan ) dan evaluasi)
M || investasi rekomendasi ) Perda Kesepakatan)
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MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH YANG BAIK (good governance)
(IK. Indeks RB)

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

(IK. Indeks Kepuasan Masyarakat)

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN
(IK. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat)

Meningkatnya Kepuasan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan
(IK. Indeks Kepuasan Masyarakat)

Tersediannya Data Perizinan dan non
perizinan secara terpadu satu pintu dibidang
Penanaman Modal yang menjadi kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota

1

Meningkatnya pengelolahaan data dan
sistem informasi penanaman modal
(IK. Persentase Informasi yang
tersampaikan kepada masyarakat)

|

Meningkatnya Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non
perizinan yang disampikan
(IK. Persentase jumlah informasi perizinan dan Non Perizinan yang
disampaikan

Terlaksananya
Pemantauan,
analisis, evaluasi
dan pelaporan di
bidang perizinan
berusaha terhadap
kegiatan pelaku
usaha berbasis
risiko (IK. Jumlah .
kegiatan usaha n.i::hd:;‘:::lkga

yang mendapatkan layanan konsiultasi
pemantauan, perizinan berusaha

analisis, evaluasi i
dan pelaporan berbasis risiko )

berbasis risiko)

Terlaksananya
penyediaan dan
pengelolaan
layanan konsultasi
perizinan berusaha
brbasis risiko (IK.
Jumlah pelaku

Terlaksananya
Pelayanan Perizinan
berusaha terhadap

pelaku usaha melalui
system perizinan
berusaha berbasis
risiko terintegrasi
secara elektronik
(IK. Jumlah Pelaku
usaha yang
mendapatkan
pelayanan perizinan
berusaha berbasis
risiko yang terintegrasi
secara elektronik)

Tersedianya data pengelolaan, penyajian dan
Terlaksananya pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non
koordinasi dan perizinan berbasis system pelayanan perizinan
sinkronisasi kegiatan berusaha yang terintegrasi secara elektronik
penetapan pemberian ( IK. Jumlah Data dan informasi Perizinan berbasis
Fasilitas/ Insemtif sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
R secara elektronik yang dikelola, dikaji dan.
(K. Juml_a.h }'Eegxatan dimanfaatkan )
Koordinasi dan

Sinkronisasi
Pemberian Fasilitas/
Insentif yang menjadi
kewenangan Daerah)
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